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Menimbang

: a bahwa Peratuan Dacrah Dacrah Tingkat ke - [ Jawa

Tengah tanggal 5 April 1962 tentang Pelelangan Pem--

borongan Pekerjaan-pckerjoan Bangunan bagi Dacrab
Tingkat Ke | Jawa Tengah yang icloh diubsh dengmn.
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Nomor 18 Tahun 1977, karena sudsh tidak scsuai lagi
dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka periu
ditinjau kembali : -

bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pelclangan Pekerjaan
dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, kepada setiap
peserta diberikan dokumen lelang dari Pemerintah Pro-
pinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tengah, dan oleh karena itu
scbagai pengganti biaya Dokumen Lelang tersebut di-
kenakan Retribusi;

bahwa berhubung dengan iy, maka dipandang perlu
mencabut Peraturan Daerah sebagaimana tersebut huruf a
dan menetapkan Retribusi Dokumen Lelang dimaksud

huruf b yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan
Dacrah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintaban di Daerah ;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Propinsi Jawa Teagah ;

Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang
Pcratyran Umum Retribusi Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor § Tshun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Ke-
vangan Dacrah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tala Usaha Keuangan Daerah, dan Penyu-
sunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah; : '

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pe-
laksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;




Menetapkan

7. Peraturan Meateri Dalam Negeri Nomoc 14 Tahun 1974
tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 ten-
tang Manual Administrasi Pendapatan Dacrah ;

9. Keputusan Meateri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 jo
Keputusan Menteri Dalam Neged Nomor 903 - 1319
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah ;

10. Peraturan Dacrah Propinsi Dacrah Tingkat [ Jawa Tengah
Nomor 6 Tahun 1984 tentang Uang Leges.

Dengan Persctujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daecroh
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAMN DAERAH PROPINS! DAERAH TING-
KAT 1 JAWA TENGAH TENTANG- RETRIBUSI DO-
KUMEN LELANG PEKERJAAN DARI DANA ANG-
GARAN ' PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BADB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Datam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :
a. Gubemur Kepala Dacrah adalah Gubernur Kepala Dacrab
Tingkst I Jawa Tengah '
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b. Dokumen Lelang adalsh Dokumen yang terdiri dar

Rencana Kerja dan Syarat-syarst (RKS), gambar-gambar
dan/atau keterangan lainnya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
DOKUMEN LELANG
Pasal 2

Setiap peserta pelelangan pekerjaan dari Dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Propinsi Dacrah Tingkat I
Jawa Tengah wajib memiliki Dokumen Lelang yang disedia-
kan olch Gubemur Kepala Dacrah.

BAB III
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 3

Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan
Daerah ini, dikenakan retribusi yang besamya ditetapkan
sebagai berikut :

a. Bidang Pemborongan dan Bidang Pengadaan Barang /
Jasa lain dengan nilai Pekerjaan : _
1. Di atas Rp. 50.000.000.- (Lima pulub juta rupiab)
sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus jula
rupiah) dikenakan Retribusi scbesar Rp. 25.000,-
(dua puluh lima ribu tupiah) ;

2. Di atas Rp. 100.000.000,- (scralus juta rupialt) sam-




pai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
dikenakan Retribusi scbesar ... Rp. 50.000,- (lima
pulub ribu rupiah) ;

3. Di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juto
rupiah) dikennkan Retribusi sebesar Rp. 75.000,-
(tujub puluh lima ribu rupiah) ; -

4, Di ates Rp. 500.000.000,- (lima ralus juta rupiah)
sampal dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar ru-
piah) dikenakan biaya scbesar Rp. 100.000,- (seratus
ribu rupiah) ;

5. Diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupich) sam-
pai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) .
dikenakan biaya sebesar ..... Rp. 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah) ;

6. Di atas Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) di
kenakan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah).

b. Bidang Konsultaasi dengan nilai Pckerjaan :

1. Diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh jita rupiah) sam-
pal dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
dikenakan Retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh
lima ribu rupiah) :

2. Di stas Rp. 100.000.000,- (seratus jula rupiah) di-
kenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima pulvh
ribu rupiah)

Pasal 4

Dokumen Lelang Pekerjaan dengan nilai Rp. 50.000.000,-
(ima pulvh juta rupish) kebawsh dikenaken Retribusi
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sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf { Peraturan
Daerah Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6
Tahun- 1985 tentang Uang Leges, yaitu scbesar Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah).

Pasal 5

Semua hasil Penerimaan Retribusi dimaksud Pasal 3 dan Pa-
sal 4 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Propinsi
Dacrah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraluran Dacrah ini sc-
panjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut olch
Gubernur Kepala Dacrah,

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka Peraturan
Daerah Propinsi Daerah, Dacrah Tingkat ke I Jawa Tengah
tanggal 5 April 1962 tentang Pelelangan Pekerjaan-pekerjaan
Bangunan bagi Daerah Tingkat Ke I Jawa Tengah yang tclah
diubah dengan Peraturan Dacrah Propinsi Daerah Tingkat [
Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku
lagi.
Pasal 8

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal di-
undangkan.




Apar supaya sctiap orang dspat mengctahuinya, meme-
rintahkan Pengundangan Peraturan Daerab ini dengan pe-
nempatannya dalam Lembaran Daecrah Propinsi Daerah
Tingkat | Jawa Tengah. )

Semagang, 21 Maret 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH

DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH
TINGKAT [ JAWA TENGAH
KETUA
id. “ud.
Ir. SOEKORAHARDJO ISMAIL
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAI TINGKAT I
JAWA TENGAI
NOMOR : 3 TAIIUN 1990
TENTANG

RETRIBUSI DOKUMEN LELANG PEKERJAAN
DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAIL
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAI

PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan pckerjaan Pemerintah Daerah khususnya
dibidang pemborongan bangunan, di Jawa Tengah felah dikeluarkan Per-

~ aluran Dacrah tanggal 5 April 1962 tentang Pelelangan Pemborongan Pe-

kerjaan-pckerjaan Bangunan bagi Dacrah Tingkat Ke I Jawa Tengah yang
telah divbah dengan Peraturan Dacrah Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Te-
ngah Nomor 18 Tahun 1977.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Meateri Dalam Negeri tanggal 15
Agustus 1984 Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah yang telah diubah dengan- Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 yang mengatur Pelaksanaan
Pekerjaan-pekerjaan Pemborongan, Konsullansi dan Pengadaan Barang / jasa
lainnya berikut biaya penyclenggaraan serta Retribusi Penyediaan Dokumen
Lelang, maka Peraturan Dacrah tersebut di atas perlu dicabut.

Sclanjutnya mengenai Retribusi Dokumen Lelang sesuai Keputusan
Menteri Dalam Negeri tersebut diatas dinyatakan bahwa untuk Pelelangan
Pekerjaan dengan nilai di atas .... Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
dari para peserta Ielang dipungut biaya penyediaan Dokumen Lefang, dan
hasilnya merupakan pencrimaan Dacrah.
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